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QANUN XKABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2010
‘TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN'RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
" BUPATI ACEH BARAT

bahwa retribusi daera.h merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna mcn1b1aya1 pelaksanaan pembangunan pemermtahan kabupaten;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 20 Tahun 1999

tentang Retribusi Jzin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu sumber
pendapatan daérah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat

ini, sehingga perlu untuk dicabut dan ditetapkan kembali;

‘bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan .b tersebut

perlu ditetapkan dalam suatu Qanun,

Undang-Undang Nomor. 7 (Drt) tahun 1956 tentang {’embentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lillgkungail Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara nomor 59 Tahun 1956);

Undang-Undang Nomror 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara 79 Tahun 1981); ' '
Undang-Undang_r . Nomor 44 Téhun 1999 tentang Penyqlenggaraan
Keistimewaan Provinsi Duaerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); .
Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lerﬁbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); |
Undang-Undang Nomor 32 -Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

E sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uridang Nomor 12 tahun 2008

" tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438); ' '




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pen‘lerin_tahan Aceh
(Lembaran Negara Republik-indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633); ‘ )

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan:Retribusi
Daerah; '

9, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 198i’: tentang Pelaksanaan Undang-
Undang. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara repﬁblik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259); ' L

" 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dc.eral‘,
"11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
' Hukum Duerah; ' I

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; ‘

13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun,

14, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun X008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH BARAT

dan
BUPATI ACEH BARAT
. . MEMUTUSKAN:
g _ Merietapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN

BABI-

- KETENTUAN UMUM

A Pasal 1
- Dalam Qanun iri yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah K.abupaten- Aceh Barat.

. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
i 3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4 Pejabat adalah pgawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang retribusi daerah sesuai dengan

peraturan perundgng—undangan daerah yang berlaku.
' 2



: Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara-atac dacrah dengan nama dan ben.uk apapun,

persekutuan, perkumpulan firrma, Kongsi, koperasi, yayasan atau orgambasx yang sejenis,

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Retribusi Perizinan Tertentu adala}} retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam

rangka pemberian izin kepada‘orz;_ng pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,

pengaturan pengendalian dan 'pengawasan‘atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan. . )

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang d1ber1kan oleh Bupati kepada orang pribadi atau

" badan untuk mendmkan suatu bangunan yang . dlmaksudkan agar disain, pelaksanaan
pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan
Koefesien Dasar Rangunan (KDB), Koefesien Luas Bangunan (KLB), Koefesien Ketinggian
Bangunan (KKB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

.- Retribusi Izin Mendlrlkan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas

pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan,

termasuk merubah bangunan. ’

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan

retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembaya:ran retribusi.

. Masa Retribusi adalah “suatu jangka waktu tertentu yang rnempakan batas waktu bagi Wajib

Retribusi untuk mendmkan bangunan.

"~ 11. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang sccara langsung

merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas suatu pemilikan.

12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian

termasuk pekerjaan menggali menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan

pekerjaan mengadakan bangunan.

13. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan - atau menambah bangunan yang ada

termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian

bangunan tersebut.

14. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as

sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh

dan yang tidak boléh dibangun bangunAan.

15. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar

bangunan dengan luas kapling/perkarangan.
16. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara Jumlah luas lantai

‘bangunan dengan luas kapling perkarangan.




: étinggian Bangunan adalah tinggi bangunafn diukur dari.f ermukaan tanah sampai titik teratas
: j“bangunan tersebut. T . :

18.-Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yz;ng selanjutnya di disingkat SPdORD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaﬁorkan- objek Ret;ibusi dan Waiib Retribusi

sebagai data perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi daerah.
Korang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat

19, Surat Ketetapan Retribusi Daerah
yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah

' QKRDK.BT, adalah surat keputusan
‘ ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selapjutnya dapat disingkat SKRDLB,

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah
hutang atau tidak seharusnya terhutang.

kredit retribusi lebih-besar dari pada retribusi yang ter
2 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, ada_iah surat untuk
administrasi berupa bunga dan/atau denda. '

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
utusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat kep
lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

dan
retribusi daerah berdasarkan peraturan pernndang-undangan retribusi daerah.

24, Penyidik Pegawai Negeri, yang selanjutnya dapat disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri

- Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

" pidana. ~

" 5. Penyidikan Tidak Pidana di

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang s

yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Daerah adalah serangkaian tindakan yang
elanjutnya disebut Penyidik, guna mencari

membuat terang tindak pidana dibidang

Bidang Retribusi

serta mengumpulkan bukti yang dengan pukti itu

retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

- Pasal2

Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagal pembayaran atas

pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin mendirikan bangunan.




Pasal 4

bjek Retribusi adalah orang 'pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan

BAB III .
GOLONGAN RETRIBUSE
_ Pasal 5
; Iﬂe{:ribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

L

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
. Pasal 6
; ngkat penggunaan jasa Izin Mendlnkan Bangunan diukur berdasarkan luas bangunan dan
indek permeter Juas lantai bangunan dari jenis/fungsi bangunan tingkat bangunan dan sifat
bangunan, ;
Jenis/fungsi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan menurut :
a. Ful'lgsi Hunian yang meliputi bangunan :
- Rumah Tinggal Tunggal.
- Rumah Tinggal Deret.
- Rumah ‘Susun.
- Apartemen.
- Rumah Tinggal Villa, dan -
- Rumah Tinggal Asrama,
b. Fungsi Usaha yang meliputi bangunan :
- Bangunan Perkantoran.

- Bangunan Perdagangan.

- Bangunan Perhotelan.

i
%
r
.

Bangunan Industri.

o . Bangunan Bioskop.

¥

T L 'r
1

- - Bangunan Pariwisata dan Rekreasi.

- Bangunan Terminal, dan

T T
PR T

- Bangunan Penyimpanan,

K]
i

c. Fungsi Sosial dan Budaya yang meliputi bangunan :
i - Bangunan Pendidikan.

- Bangunan Pelayanan Kesehatan.
- Bangunan Olah Raga.




Bangunan Kebudayaan.

Bangunan Pelayanan Umum, dan -

Bangunan Panti Asuhan.

~ d. Fungsi Keagamaan yang meliputi bangunan :
- Bangunan Tempat Ibadah.
- Bangunan Pesantren, dan

- Bangunan Sejenisnya.

e. Fungsi Khusus yang meliputi bangunan :
- Bangunan Reaktor.
- Bangunan Menara.
- Bangunan Tower.
- Bangunan Tugu.

- Bangunan Militer, dan

- Bangunan sejenisnya yang diputuskan oleh Menteri yang terkait.

f. Fungsi Pagar yang meliputi pagar untuk melindungi t

anah, bangunan dan sejenisnya.

(3) Tingkat bangunan untuk bangunan menara, tower, tugu dan sejenisnya, maksimal setiap

ketinggian 6 (enam) meter dihitung sama dengan satu lantai dan luas bangunan dihitung

berdasarkari luas areal terpakai.

(4) Indek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

PRI [mesrmmonns | 1
e 7% 3 B T [ ST

Hunian Tidak Bertingkat 0,016 0,006
Bertingkat : Lantai 1 0,016 0,006
Lantai 2 0,024 0,012
Lantai 3 0,032 0,016
Lantai 4 ke atas 0,040 0,020
2. | Usaha Tidak Bertingkat 0,026 0,013
| Bertingkat : Lantai 1 0,026 0,013
ILantai 2 0,039 . 0,020
Lantai 3 0,052 0,026
Lantai 4 ke atas 0,065 0,033




Sos_ial dan Budaya | Tidak Bertingkat 0,023 0,012

" | Bertingkat : Lantai 1 0,023 0,012

Lantai 2 ' 0,035 0,018

Lantai 3 0,046 0,024

Lantai 4 ke atas 0,058 0,030

Keagamaan Tidak Bertingkat 0,011 0,006

| Bertingkat : Lantai 1 0,011- 0,006

Lantai 2 0,017 - 0,009

Lantai 3 0,022 0,012

Lantai 4 ke atas 0,028 0,015

5. | Khusus Tidak Bertingkat 0,024 0,012
Bertingkat : Lantai 1 0,024 0,012

Lantai 2 0,037 0,019

Lantai 3 0,049 0,025

Lantai 4 ke atas 0,061 0,031

6. | Pagar - . 0,006 0,004

(5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian luas

lantai bangunan dengan indek per meter luas lantai bangunan.

&l . (6) Tingkat penggunaan jasa untuk bangunan pagar dihitung berdasarkan perkalian panjang pagar
dengan indek per meter.

(7) Indek per meter luas untuk bangunan sementara dihitung setengan dari indek bangunan semi

permanen.
BAB YV
PRINSIP i)AN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya pengeluaran pemberian izin. '
(2) Biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi,

biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.




BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a.

Wilayah I: Kecamatan Johan Pahlawan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima
ribu rupiah). )

Wilayah II: Kecamatan Meureubo, Kaway XVI dan Samatiga sebesar Rp. 200.000,- {(dua
ratus ribu rupiah).

Wilayah III: Kecamatan Arongan Lambalek, Bubon, Pante Ceureumen, Panton Reu,

Sungai Mas, Woyla, Woyla Timur dan Woyla Barat sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh

‘puluh lima ribu rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

(1)

()
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BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6'ayat (4).

Besarnya retribusi untuk rehab/renovasi sebesar 50% dari tarif retribusi.

Untuk bangunan pemerintah digunakan 70 % (tujuh puluh persen) dari tarif retribusi.

BAB IX
" MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

Sa:ét terhutz:mgnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

41 dipersamakan,




BAB X
SURAT PENDAFTARAN
. Pasal 13
(1) Wajib.Retribusi wajib mengisi SPAORD.
(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
dita;xda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3} Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X1
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pads pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi

terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka
dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati.

- BAB XI1I
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dépat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan
SKRDKBT.

BAB XIII
- SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

% dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang

terhﬁtang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.




BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan

Kepala Daerah. -

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pélaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak

jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang

sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk. |
BAB XVI
KEBERATAN
) Pasal 19
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuic atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas. |
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapari retribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi té‘rsebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ‘(dua) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen lain yang dlipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan,
kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jalngka waktu itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)

tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar . retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.
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Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak atau menambah besar retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak

memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

N BAB XVII
PENGEMEBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 '

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati.

(2) Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan. .

t4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi-lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud 'pa:ia ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

i

terlebih dahulu hutang tersebut,

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat )

dilakukan dalam janéica waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak:diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per

bulan sebelum atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribu#i.

Pasal 22
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan
~sekurang-kurangnya menyebutkan:
| Nama dan alamat Wajib Retribusi.

a
b. Masa retribusi.

o

Besarnya kelebihan pembayaran dan dilampirkan bukti-bukti yang sah.

a

Alasan yang singkat dan jelas. °
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(2) Permohonan pengemﬁalian kelebilian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatal merupakan bukti saat

permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23
\ Eengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Retritusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi  lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
(2) Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dengan

memperhatikan kemampuan wajib, retribusi, antara lain untuk mengangsur

.(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} antara lain -diberikan kepada

. masyarakat yang ditimpa bencaria alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak terhﬁtangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagi.ha.n retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

(1) Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Benda palmg banyak 4 (empat) kali

jumilah retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 27

(1) Pejabat-Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebag?.imana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas. |

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mangenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubunéan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah. . '

Memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen- dokumen lain-selama melakukan penyitaan terhadap, bahan bukti tersebut
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah.

Menyﬁruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksa sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
sanksi.

. Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tmdak pidana di bidang

retribusi dzaeral menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan, dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuaj dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.
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BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 18 Tahun 1999

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang pelaksanaan akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Disahkan Di : Meulaboﬁ
Pada Tanggal A \Jund 2010 M

Diundangkan di : Meulaboh ~
Pada Tanggal :_I Jund 2010 M
24 J. i¥hir 1431H

~SEKRETARIS DAERAH L

_fK/'ABUPATDN\ACEH BARAT Y

Lembaran Daerah Kabupaien Aceh Barat Tahun 2010 Nomor: 6




